BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 72 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah pada Pasal 160 ayat (2)
disebutkan bahwa "Pergeseran antar Rincian
Obyek Belanja dalam Obyek Belanja Berkenaan
dapat dilakukan atas persetujuan PPKD" dan ayat
(3) berbunyi "Pergeseran antar Obyek Belanja
dalam jenis Belanja berkenaan dilakukan atas
persetujuan Sekretaris Daerah" serta ayat (4)
berbunyi "Pergeseran Anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan
dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD sebagai dasar
pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan
dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Perubahan APBD";

b. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2018 Point IIl Kebijakan Penyusunan APBD huruf b
Dana Perimbangan Nomor 3 Penganggaran Dana
Alokasi Khusus disebutkan bahwa "apabila
Perpres mengenai rincian APBN TA 2018 atau
Permenkeu mengenai alokasi DAK TA 2018
diterbitkan setelah Perda tentang APBD TA 2018
ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus
menyesuaikan Alokasi DAK dimaksud dengan




terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2018
dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD,
untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD TA 2018 atau
dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah
yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2018;
bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor : 910/106/ SJ
tanggal 11 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penganggaran,Pelaksanaan dan Penatausahaan
serta Pertanggungjawaban Dana bantuan
Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang
dilaksanakan oleh Kab/ Kota pada Anggaran
Pendapatan dan belanja Daerah pada Huruf c
Pelaporan dan Pertanggungjawaban angka 3)
berbunyi "Dalam hal Alokasi Dana BOS dalam
Perda tentang APBD yang dianggarkan
berdasarkan Alokasi Penyaluran Final Triwulan IV
Tahun Sebelumnya tidak sesuai dengan alokasi
Dana BOS dalam Keputusan Gubernur tentang
daftar Penerima dan Jumlah Dana BOS pada
setiap Satuan Pendidikan Kab/Kota, maka
Pemerintah Kab/Kota harus melakukan
Penyesuaian Alokasi Dana BOS dalam Perda
Tentang APBD dengan Memperhitungkan sisa
Dana BOS tahun sebelumnya pada masing-masing
satuan Pendidikan Negeri dan Angka 4) berbunyi
"Penyesuaian Alokasi Dana BOS sebagaimana
dimaksud pada angka 3) dilakukan dengan
terlebih dahulu melakukan Perubahan Perkada
tentang Penjabaran APBD dan Pemberitahuan
kepada Pimpinan DPRD untuk selajutnya
ditampung dalam Perda tentang Perubahan
APBD".

. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2018 Point III Kebijakan Penyusunan APBD huruf c
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Nomor 9
Pendapatan hibah Dana BOS yang diterima
langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang
diselenggarakan Kabupaten/Kota pada APBD
Tahun Anggaran 2018 mekanisme Pencatatan dan
Pengesahan Dana BOS dimaksud dianggarkan
pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
(SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, Obyek
Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS
Masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai
Kode Rekening Berkenaan;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2018 Point III Kebijakan Penyusunan APBD huruf c
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Nomor 13
Penganggaran Pendapatan hibah yang bersumber
dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya atau




Mengingat

: 1.

pihak ketiga Baik dari Badan, Lembaga,
Organisasi Swasta dalam negeri/luar negeri,
kelompok masyarakat maupun perorangan yang
tidak mengikat dan tidak mempunyai
konsekuensi pengeluaran atau pengurangan
kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah
dianggarkan dalam APBD setelah adanya
kepastian pendapatan dimaksud;

bahwa sehubungan Nota Dinas Plt. Kepala Dinas
Kesehatan Nomor : 050/ 147 /Kes/2018 tanggal
26 Juni 2018 perihal Usul Pergeseran Rencana
Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tahun 2018,
Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 900/223-
Sekr.3/DIK/ 2018 tanggal 03 Juli 2018 perihal
Permohonan Pergeseran Anggaran Belanja dan
Nomor : 900/224-Sekr.3/DIK /2018 tanggal 03 Juli
2018 perihal : Permohonan Penganggaran BOS
Tahun 2018.

bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,
dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati
Hulu Sungai Tengah tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 72
Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820) ;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) ;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004




10.

11.

12.

13.

14.

15.

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679 );

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerj a Instansi
Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonsia Nomor 4614) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124,




16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018 (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 825) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
( Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1952);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor
9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 72
Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah Tahun Anggaran 2018;




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA

ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Mengubah lampiran Il Peraturan Bupati Hulu Sungai
Tengah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 5 Juli 2018

Plt. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 5 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

H. AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2018

NOMOR : 25




Lampiran I

Peraturan Bupati

Nomor : 25 Tabun 2018

Tanggal : 5 lull 2018

oA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
RINGKASAN PENJABAFtAN PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
URUT SEBELUM PERGESERAN SETELAH PERGESERAN (Rp) %
1 2 3 4 5=4-3 6

1 PENDAPATAN 1.198.332.104.079,00 1.221.246.100.275,00 22.913.996.196,00 1,91
1.1 PENDAPATAN ASL1 DAERAH 157.084.285.651,00 157.084.285.651,00 0,00 0,00
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 12.463.142.032,00 12.463.142.032,00 0,00 0,00
1.1.2 Hasil Retnbus Daerah 7.588.288.509,00 7.588.288.509,00 0,00 0,00
1.1.3 Hall Pengedolaan Kekayaan Daerah yang Dipeahkan 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 0,00 0,00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Ash Daerah yang 5ah 124.532.855.110,00 124.532.855.110,00 [........... 0,00 0,00
1.2 DANA PERIMBANGAN 808.410.922.000,00 808.410.922.000,00 . 0,00 0,00
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hash Bukan Pajak 106.151.664.000,00 106.151.664.000,00 0,00 0,00
1.2.2 Dana Mob9 Umum 519.741.516.000,00 519.741.516.000,00 0,00 0,00
1.2.3 Dana Mokasi Khusus Fick 64.267.000.000,00 64.267.000.000,00 0,00 0,00
1.2.4 Dana Ajokasi Khusus Non Fisk 118.250.742.000,00 118.250.742.000,00 0,00 0,00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 232.836.896.428,00 255.750.892.624,00 22.913.996.196,00 9,84
1.3.1 Pendapatan Hlbah 1.687.876.000,00 23.971.676.196,00 22.283.800.196,00 1.320,23
1.3.3 Dana Bag' Hash Pajak dad ProWnsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 83.980.761.428,00 83.980.761.428,00 0,00 0,00
1.3.4 Dana Penyesuatan dan Otonomi Khusus 147.168.259.000,00 147.798.455.000,00 630.196.000,00 0,43
2 BELANJA 1.552.521.839.391,00 1.575.435.835.587,00 22.913.996.196,00 1,48
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 683.893.111.157,00 684.523.307.157,00 630.196.000,00 0,09
2.1. 1 Beianja Pegawai 480.849.240.539,00 480.849.240.539,00 0,00 0,00
2.1.4 Belanja Hibah 8.495.460.000,00 8.495.460.000,00 0,00 0,00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 14.489.821.800,00 14.489.821.800,00 0,00 0,00
2.1.6 Belanja Bagi Ha91 kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pernerintah Desa 1.998.600.318,00 1.998.600.318,00 0,00 0,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provin9/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 176.059.988.500,00 176.690.184.500,00 630.196.000,00 0,36
2.1.8 Belanja Mak Terduga 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00
2.2 BELANJA LANGSUNG 868.628.728.234,00 890.912.528.430,00 22.283.800.196,00 2.57
2.2.1 Belanja Pegawai 22.359.932.686,00 25.250.768.186,00 2.890.835.500,00 12,93
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 269.756.869.691,00 282.408.170.257,00 12.651.300.566,00 4,69
2.2.3 Belanja Modal 576.511.925.857,00 583.253.589.987,00 6.741.664.130,00 1,17

Halaman 1
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NOMOR URAIAN 3UMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

URUT SEBELUM PERGESERAN SETELAH PERGESERAN (Rp) %

1 2 3 4 5=4-3 6
SURPLUS / (DEETSIT) (354.189.735.312,00) (354.189.735.312,00) 0,00 0,00

3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 364.189.735.312,00 364.189.735.312,00 0,00 0,00
3.1.1 Sisa Leblh Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 308.689.735.312,00 308.689.735.312,00 0,00 0,00
3.1.7 Penerimaan Penyertaan Modal pada Bank Kalsel 55.500.000.000,00 55.500.000.000,00 0,00 0,00
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00
3.2.2 Penyertaan Modal (InuestasO Pemenntah Oaerah 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 354.189.735.312,00 354.189.735.312,00 0,00 0,00
SISA LEB1H PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00
Elarabai, 5 Jul' 2018
PIL. BUPATI HULU SUNGAI TENGAN
Drs. H. Sy

Halaman 2

RINGKASAII PEWASARAN PERGESERAIL O W
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